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ABSTRAK 

Sistem Pembuktian dalam hal beracara dalam kasus pidana di Indonesia masih 

menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalam nya 

terdapat aturan aturan yang jika digunakan pada zaman sekarang sudah tidak relevan 

mengingat perkembangan zaman yang berkembang begitu pesat. Sehingga terdapat 

teknologi-teknologi baru yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu kasus yang 

harus mengacu pada KUHAP. 

 

Pada perkembangan teknologi zaman sekarang terdapat telepon genggam yang 

dapat merekam suara dan gambar yang seharusnya dapat menjadi alat bukti yang sah 

terutama dalam kasus KDRT yang terjadi di lingkup rumah tangga. Namun karena 

kedudukan nya dipertanyakan maka hal ini menjadi rancu dimata KUHAP mengingat 

dalam penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) terdapat pengecualian mengenai alat bukti 

dan saksi yang harus dilampirkan pada suatu kejadian namun tetap bertentangan dengan 

ketentuan KUHAP. 

 

Terlebih KUHAP juga mengatur bahwa alat bukti yang dapat dijadikan alat bukti 

dalam sistem peradilan di Indonesia harus berdasarkan alat bukti yang diperoleh secara 

sah karena hakim dapat menolak alat bukti yang diperoleh secara tidak sah, namun dalam 

kasus KDRT memperoleh bukti secara tersembunyi dinilai lebih efektif mengingat banyak 

korban KDRT yang merasa ketakutan untuk melaporkan tindakan KDRT. Maka kedudukan 

rekaman suara dan gambar ini harus jelas dimata sistem pembuktian Indonesia agar dapat 

digunakan untuk penyelesaian kasus pidana khususya kasus KDRT. 

 

Dengan begitu terdapat kemungkinan kasus KDRT meningkat jika kedudukan dari 

sebuah alat bukti masih dipertanyakan. Sehingga hal ini harus dikaji kembali untuk 

menghindari kenaikan pada kasus KDRT setiap tahunnya di Indonesia. Maka dengan ini 

penulis ingin meneliti tentang kedudukan rekaman suara dan gambar yang diperoleh 

secara tersembunyi yang diperkirakan dapat menekan kasus KDRT dan mempermudah 

korban dan para penegak keadilan dalam menyelesaikan kasus ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pada sebagian besar kasus kekerasan dalam rumah tangga biasa nya 

berawal dari kekerasan baik fisik maupun psikis yang awalnya kecil 

kemudian menjadi besar, hal ini terjadi tanpa disadari oleh anggota keluarga 

yang ada. Dalam kondisi seperti ini anggota keluarga itu sendiri tidak akan 

menyadari bahwa di dalam keluarga nya sedang terjadi  tindak kekerasan . 

Di dalam ranah rumah tangga merupakan hal lumrah bagi mayoritas 

masyarakat jika sesekali terjadi perkelahian yang melibatkan kekerasan 

fisik atau psikis, sehingga hal ini menjadi hal “wajar” yang tidak terlalu 

dipermasalahkan.  

 

Pada 2022, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (KemenPPPA) menerima 18.261 kasus kekerasan di 

ranah rumah tangga/personal, dan diantara itu 3000 nya merupakan 

kekerasan terhadap istri yang selalu menempati urutan pertama dari 

keseluruhan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya 

disebut KDRT/RP dan selalu berada di atas angka 70% dan tidak menutup 

kemungkinan banyak yang mengalami namun tidak melapor. Hal ini 

menunjukan bahwa KDRT merupakan kasus yang marak terjadi, namun 

penyelesaiannya kurang memuaskan, dan korban sulit  untuk mendapatkan 

keadilan, banyak alasan pendukung yang membuat korban memilih untuk 

tidak melapor, salah satunya karena faktor ketakutan oleh pelaku atau 

menjaga nama baik sendiri/ keluarga maupun pelaku. 

 

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut 
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UUPKDRT terdapat dua jenis kekerasan yang terkandung didalamnya yaitu 

Pasal 6 yang menyebutkan “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh 

sakit, atau luka berat.” dan Pasal 7 menyebutkan “Kekerasan psikis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang 

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan 

psikis berat pada seseorang.”1 

 

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya merupakan kejadian yang 

dapat terulang dan tidak dapat diprediksi. Alasan banyak korban  yang 

menjadikan hal ini menjadi hal yang wajar dan tidak dipermasalahkan 

karena korban takut melawan atau merasa lebih lemah daripada pihak yang 

melakukan kekerasan tersebut dan akhirnya memilih untuk merekam secara 

tersembunyi atau tanpa sepengetahuan pelaku bahwa tindakan yang ia 

lakukan dijadikan bukti dari kejadian tersebut yang dapat menjadi bukti 

adanya kekerasan dalam rumah tangga dan rekaman tersebut diharapkan 

dapat menjadi alat bukti di pengadilan. 

 

Terdapat berbagai permasalahan yang dapat terjadi mengenai jenis-

jenis alat bukti seperti, alat bukti yang diperoleh secara tersembunyi. Alat 

Bukti yang diperoleh secara tersembunyi merupakan bukti yang didapatkan 

tanpa sepengetahuan pihak yang direkam, bentuknya bisa berupa video, 

gambar, percakapan telepon tetapi tidak diketahui oleh pihak yang terlibat 

dalam rekaman tersebut. Agar alat bukti yang diperoleh secara tersembunyi 

memiliki kekuatan hukum yang sah maka terdapat kriteria-kriteria yang 

harus dipenuhi. 

 

Banyak kasus dimana korban tidak dapat dan tidak berkenan untuk 

datang ke persidangan karena memiliki ketakutan terhadap suaminya yang  

 
1  Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga. Pasal 6 dan 7. 
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menjadi terdakwa.Kemudian jika saksi tidak dapat hadir atau tidak ada saksi 

sama sekali alat bukti rekaman suara dan gambarini diharapkan akan tetap 

menjadi kekuatan bagi korban agar tetap mendapatkan keadilan, walau 

sekalipun bukti yang korban pegang hanya rekaman suara maupun yang ia 

peroleh sendiri. 2 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang 

mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan, tidak menjelaskan secara 

khusus tentang konteks pembuktian. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa 

hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali ditemukan 

sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya diperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana. Ketentuan mengenai alat bukti yang 

sah terdapat dalam sistem pembuktian di Indonesia dalam Pasal 184 ayat (1) 

KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan 

keterangan terdakwa. 

 

Selain itu alat bukti elektronik juga merupakan alat bukti yang sah 

menurut UU ITE  Pasal 5 yang menyebutkan bahwa alat bukti elektronik 

merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan dan dapat digunakan 

sebagai alat pembuktian pada perkara pidana maupun perdata. Namun pada 

kenyataan nya terdapat beberapa kasus yang dalam putusan nya mengatakan 

bahwa rekaman audio atau video yang diperoleh secara tersembunyi tanpa 

seizin atau sepengetahuan pihak yang direkam adalah tidak sah. Hal ini 

seolah menjadi kekosongan hukum yang harus segera diperhatikan. Karna 

sebenarnya tidak ada aturan pasti yang melarang untuk mengambil sebuah 

rekaman secara tersembunyi. 

 

Menurut Pasal 55 UUPKDRT, satu saksi dan satu alat bukti saja 

sudah cukup, tetapi seringkali aparat penegak hukum berpendapat bahwa 

satu saksi dan satu alat bukti lainnya masih kurang keterangan ahli yang 

 
2 Informasi didapat melalui website hukumonline.com, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/kdrt-lt4b459ec464a39 diakses pada 24 Agustus 2022, 

pukul 10.31 WIB. 

https://www.hukumonline.com/berita/a/kdrt-lt4b459ec464a39
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dapat membuktikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan terhadap seorang 

yang berdamapak terhadap fisiknya, yang merupakan peristiwa pidana, 

sehingga dapat menentukan dan membuat kesimpulan apakah terdakwa 

bersalah atau tidak dalam kasus tersebut.3 

 

Sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses 

hukum.4 Sedangkan untuk membuktikan kekerasan Psikis terdapat satu 

surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah yaitu Visum et 

Repertum Psikiatrikum, yang selanjutnya disingkat VeRP adalah 

keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai 

hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan 

kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum. 

 

Informasi atau dokumen elektronik baru diakui sebagai alat bukti 

setelah diundangkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20/2001). Pasal 26 A UU No. 20/2001 

menyebutkan bahwa alat bukti yang di simpan secara elektronik juga dapat 

dijadikan alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana korupsi. Selain 

dalam UU No. 20/2001, informasi elektronik sebagai alat bukti juga 

disebutkan di dalam pasal 38 huruf b UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak 

Pidana Pencucian Uang (UU No.15/2002), serta 27 huruf b UU No. 15 

Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No. 

15/2003).5 

 

 
3 http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/121 diakses pada 24 Agustus 2022, pukul 10.31 

WIB 

 
4 

http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YmE3YmJlODA3ZDU4Nm

MwMTJiMzc5MTY0MzQyMDhkNTJlOTc3M2M4NA==.pdf diakses pada 25 Agustus 2022, 

pukul 14.24 WIB. 

 
5 https://redlineindonesia.org/apakah-rekaman-alat-bukti-elektronik-yang-sah/ diakses pada 1 

September 2022, pukul 18.39 WIB. 

 

http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/121
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YmE3YmJlODA3ZDU4NmMwMTJiMzc5MTY0MzQyMDhkNTJlOTc3M2M4NA==.pdf
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YmE3YmJlODA3ZDU4NmMwMTJiMzc5MTY0MzQyMDhkNTJlOTc3M2M4NA==.pdf
https://redlineindonesia.org/apakah-rekaman-alat-bukti-elektronik-yang-sah/
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Walaupun UU No. 20/2001, UU No. 15/2002 dan UU No. 15/2003 

telah mengakui legalitas informasi elektronik sebagai alat bukti, akan tetapi 

keberlakuannya masih terbatas pada tindak pidana dalam lingkup korupsi, 

pencucian uang dan terorisme saja6. Hal tersebut berarti, keabsahan 

rekaman suara dan gambar masih belum diakui di lingkup hukum yang lain 

apalagi rekaman yang diperoleh secara tersembunyi.  

 

Meskipun rekaman suara dan gambar dapat menjadi alat bukti yang 

sangat efektif karena dapat menunjukkan seberapa sering pelaku melakukan 

kekerasan dalam rumah tangga, dari kebanyakan kasus kekerasan rumah 

tangga yang dilaporkan, kekuatan buktinya masih lemah karena kekerasan 

biasanya terjadi berkali-kali .Visum et repertum memang menjadi alat bukti 

yang sah, namun Visum et repertum ini hanya mendiagnosa korban nya, 

dimana pelakunya tidak dapat terdeteksi secara gamblang. Dengan adanya 

alat bukti rekaman suara maupun gambar, maka dapat menjadi bukti yang 

lebih kuat untuk membuktikan siapa pelaku yang melakukan KDRT 

tersebut. 

 

Dikarenakan alat bukti yang dianggap sah yang  bagi tindakan 

kekerasan dalam rumah tangga adalah satu saksi dan satu keterangan surat 

yang didapatkan melalui pemeriksaan oleh ahli yang  membuktikan bahwa 

telah terjadi kekerasan fisik atau psikis pada seseorang dan rekaman suara 

maupun gambar hanya diberlakukan dalam kasus korupsi, pencucian uang 

dan terorisme maka dalam kasus diatas dimana peran rekaman suara dan 

sebagai alat bukti terjadinya sebuah KDRT bisa dikatakan sangat optimal, 

namun yang jadi masalah disini bisa kah rekaman suara dan gambar yang 

diperoleh secara tersembunyi menjadi alat bukti yang sah di dalam sistem 

pembuktian di Indonesia? Hal ini masih perlu dibahas karena, menurut UU 

yang berlaku di Indonesia, rekaman suara dan gambar yang diperoleh secara 

 
6Ibid 
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tersembunyi masih terdapat ketidakpastian untuk dapat digunakan menjadi 

alat bukti yang sah dalam kasus tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

 

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 

akan meneliti mengenai kedudukan rekaman suara dan gambar yang 

diperoleh secara tersembunyi dalam proses pembuktian kekerasan dalam 

rumah tangga dengan judul “Rekaman Suara dan Gambar yang 

Diperoleh Secara Tersembunyi Sebagai Alat Bukti Kekerasan yang 

Terjadi Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Sistem Pembuktian 

Hukum di Indonesia” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kedudukan rekaman suara dan gambar yang diperoleh secara 

tersembunyi dalam pembuktian kekerasan yang terjadi dalam rumah 

tangga? 

2. Apakah meningkatnya KDRT disebabkan oleh karena sulitnya proses 

pembuktian?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kedudukan rekaman suara dan 

gambar yang diperoleh secara tersembunyi dalam pembuktian kekerasan 

yang terjadi dalam rumah tangga menurut sistem pembuktian di Indonesia. 

1.4 Metode Penelitian 

1.4.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini 

adalah metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif 

adalah langkah-langkah sistematis dalam melakukan penelitian dengan 

berfokus pada pengkajian tentang penerapan kaidah-kaidah atau norma-



 

17 

norma dalam hukum.7 Maka dari itu, Penulis akan mengkaji berbagai norma 

hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. 

1.4.2 Sumber Hukum 

Bahan-bahan yang menjadi sumber hukum untuk memperoleh data 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat 

mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, seperti 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, 

seperti buku, jurnal hukum, laporan penelitian, artikel, 

berita, dokumen yang dikeluarkan oleh instansi resmi. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berupa 

penjelasan informasi mengenai bahan hukum primer dan 

sekunder yang berasal dari kamus hukum, Kamus Bahasa 

Indonesia, serta hal lain yang dapat memberikan pemahaman 

dan pengertian atas bahan hukum lainnya.8  

1.4.3 Teknik Pengumpulan Bahan atau Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam melakukan 

penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan guna 

mendapatkan sumber data berupa data sekunder yang berasal dari berbagai 

sumber pustaka. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari 

data dan mengumpulkan informasi dari sumber atau referensi Pustaka 

terkait penelitian berupa instrument hukum, pendapat ahli, buku, jurnal, 

artikel, dokumen resmi, dan berita.  

 

 
7 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia   

Publishing, 2006, hlm. 295. 
8 Peter Mahamud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 

93. 
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1.4.4 Analisis Bahan atau Data 

Penelitian ini bersifat deskriptis analitis, di mana penulis akan 

melakukan analisis yang dilakukan dengan menjelaskan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan mengaitkan dengan 

teori-teori dan asas-asas hukum pidana yang kemudian ditarik kesimpulan 

yang akan menjawab rumusan masalah. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hal 

yang menjadi latar belakang dilakukannya 

penelitian ini serta rumusan masalah. Selain 

itu juga akan dijelaskan mengenai tujuan dan 

manfaat penulisan, metode penelitian yang 

digunakan, dan rencana sistematika 

penulisan. 

  

BAB II TINJAUAN TENTANG SISTEM 

PEMBUKTIAN DI INDONESIA 

Dalam bab ini akan membahas secara 

menyeluruh teori mengenai pembuktian 

menggunakan pisau analisis Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. 

  

BAB III TINJAUAN TENTANG KEKERASAN 

DALAM RUMAH TANGGA 

DIKAITKAN DENGAN SISTEM 

PEMBUKTIAN MENURUT UNDANG-

UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004  

Dalam bab ini akan membahas secara 

menyeluruh teori mengenai alat bukti 
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berdasarkan sistem pembuktian menurut 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga. 

                   

 

BAB IV ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN 

REKAMAN SUARA DAN GAMBAR 

YANG DIPEROLEH SECARA 

TERSEMBUNYI SEBAGAI ALAT 

BUKTI 

Dalam bab ini akan melakukan analisa  

terhadap Rekaman Suara dan Gambar 

sebagai alat bukti. 

 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian penutup dari 

penulisan ini. Penulis akan menuliskan 

kesimpulan dari permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian dan akan memberikan 

jawaban atas pertanyaan hukum yang telah 

dirumuskan dalam bab I. Penulis pun akan 

memberikan saran untuk permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini. Bagian terakhir 

dari bab ini adalah adanya daftar pustaka 

yang memuat sumber-sumber yang dijadikan 

bahan dalam penelitian ini. 
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